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Menimbang

Mengingat

TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020

a.

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden
Republik  Indonesia dalam  penyederhanaan
birokrasi  menjadi 2 (dua) level dan
mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan
jabatan fungsional yang berbasis pada
keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu,
perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kota Palu;

bahwa untuk mendukung kelancaran proses
pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dibentuk
tim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
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. Peraturan

tentang Perangkat e
cepublik Indonesia Tahun 2016 N .
;mhan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

merintah Nomor 11 Tahun 2017

turan Pe 1 13
. f:;amng Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran

i i 3
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6. ;
'll\f:xgna;:hanp Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi

Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota
Palu Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu

Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran D
Kota Palu Nomor 8); i
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